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(BALASAN) NYA”

Q.S. AL-ZALZALAH (99): 7-8

“ Semangat adalah
keyakinan yang
selalu dipanasi”

( George Adams)
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ABSTRAK

Salah satu tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningktakan efektifitas
pelayanan pengelolaan zakat serta zakat untuk penanggulangan kemiskinan.
Indonesia adalah negara berkembang sehingga masih banyak sekali permasalahan
ekonomi yang hingga kini belum juga terselesaikan, salah satunya adalah masalah
kemiskinan. Ada dua ukuran kemiskinan yang penulis gunakan sesuai dengan
kondisi lapangan penelitian. Pertama, kemiskinan dilihat dari karaktaristik
ekonomi. Kedua, Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). Untuk mewujudkan
cita-cita pasal 3 (2) UU NO.23 tahun 2011, ada sebuah lembaga zakat nasional
yakni 1Z1 (Inisiatif Zakat Indonesia) yang memiliki tekad kuat untuk membangun
sistem pengelolaan zakat yang profesional dalam menjalankan program-program
penanggulangan kemiskinan. 1ZI memiliki beberapa program dalam
penanggulangan kemiskiunan yakni pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan
kesehatan mustahiq zakat. dari latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat tiga
pokok masalah yakni bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk
penanggulangan kemiskinan di IZI, siapa mustahiq zakat untuk penanggulangan
kemiskinan di 1ZI, dan bagaimana efektifitas hukum pengelolaan zakat untuk
penangulangan kemiskinan di 1ZI.

Jenis penulisan tesis ini adalah penelitian lapangan. Obyek dari penelitian
ini adalah 1Z1 (Inisiatif Zakat Indonesia), sifat penelitiannya adalah deskriptif
analitis, pengumpulan data salah satunya dengan mengunakan metode
wawancara yakni dengan menggali informasi dari kabid pendayagunaan dana
zakat, fasilitator lapangan pemberdayaan masyarakat, berkunjung ke empat desa
binaan 1Z1 yakni di Gunung Kidul. Penyusun melakukan wawancara dengan para
mustahiq zakat yang telah mendapatkan dan merasakan dampak adanya
pengelolaan dana zakat. Pendekatan masalah dengan pendekatan sosiologi hukum
dan analisis data mengunakan metode deduktif suatu proses analisis berangkat
dari teori-teori sosiologis dan positif untuk melihat penyaluran zakat yang
terdapat pada Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

IZ1 mengunakan beberapa langkah mencakup beberapa hal yakni Pertama,
melakukan persiapan awal dari petugas 1ZI dan persiapan lapangan. Kedua,
melakukan Assessment. Ketiga, tahap perencanaan alternatif dengan metode PRA
(Participatory Rural Appraisal). Keempat, memberikan pelatihan organisasi
kepada masyarakat serta melakukan pendampingan kepada masyarakat serta
evaluasi untuk melihat perkembangan masyarakat. para mustahiq rata-rata
pekerjaan mereka adalah seorang petani, peternak serta buruh. Para mustahiq
memiliki pekerjaan tetapi pendapatanya tidak memenuhi kebutuhan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahiqg. Pengelolaan zakat di IZ1 untuk
penanggulangan kemiskinan sudah sesuai dengan cita-cita pasal 3 (2) UU No.23
tahun 2011. Sejak program-program di atas diaplikasikan di masyarakat, kondisi
masyarakat lebih baik dan mengalami peningkatan dari sebelumnya yakni dari
segi ekonomi dan segi kesehatan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur’an zakat sering digandengakan dengan shalat. Hal ini
menunjukkan bahwa zakat mempunyai kaitan yang sangat erat, sehingga sering
ditafsirkan dalam suatu hubungan vertikal dan horizontal. Shalat menyangkut
hubungan hamba dengan Allah, sedangkan zakat adalah suatu ibadah maliyah
yang lebih menjurus kepada aspek sosial kemasyarakatan sekaligus hubungan

dengan Allah.!

Dalam Al-Qur’an untuk alokasi zakat telah dijelaskan dalam Q.S. At-
Taubah (9): 60, di mana zakat hanya diperuntukan untuk delapan asnaf yakni
orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf, memerdekakan hamba sahaya,
untuk membebaskan orang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, orang

yang sedang dalam perjalanan.?

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, pada tahun 2014 Didin
Hafidhudin Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
mengungkapkan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun setiap tahun.
Angka ini dilihat berdasarkan PDB (Produk Dosmetik Bruto), ketika PDB naik

maka potensi zakat juga bergerak. Apabila memperhitungkan pertumbuhan PDB

! Fakhruddin, Figh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: UIN Malang
Press,2008), him. 8.

2 At- Taubah (9) : 60.



tahun-tahun sesudahnya, maka tahun ini potensi zakat berubah menjadi sekitar

Rp. 274 triliun.®

Zakat adalah salah satu kegiatan pendistribusian harta si kaya kepada si
miskin. Dengan kata lain, zakat adalah pranata keagamaan yang dapat menunjang
kegiatan masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan
ekonomi di tengah-tengah masyarakat muslim. Hal ini secara tidak langsung akan
meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kelompok si miskin yang
umumnya adalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Hal ini
akan mempengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam
perekonomian dan hal ini akan membawa pada alokasi sumber daya menuju
sektor-sektor yang lebih diinginkan secara sosial, hal ini akan meningkatkan

alokatif dalam perekonomian.*

Indonesia adalah negara berkembang sehingga masih banyak sekali
permasalahan ekonomi yang hingga kini belum juga terselesaikan, salah satunya
adalah masalah kemiskinan. Data BPS (Badan Pusat Statistik), pada tahun 2016
bahwa per maret 2016 penduduk miskin sebesar 10,86 persen dari total populasi

atau sebanyak 28,01 juta orang.’

®Rinaldo,“BAZNAS: Potensi Zakat Indonesia capai Rp.27 Trliun,” dalam
http://news.liputan6.com/read/648347/baznas-potensi-zakat-Indonesia-capai-rp-217-triliun,
diakses tanggal 15 Maret 2016.

*Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional
dari Rezim Undang-Undang N0.38 tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No.23 tahun 2011
(Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), him. 14.

> Estu Soryawati , “BPS:Angka Kemiskinan Turun di Level 10,86 Persen ,” dalam
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/07/18/115609826/bps.angka.kemiskinan.turun.di.lev
el.10.86.persen, diakses tanggal 30 November 2016


http://news.liputan6.com/read/648347/baznas-potensi-zakat-Indonesia-capai-rp-217-triliun,%20diakses-15%20Maret%202014
http://news.liputan6.com/read/648347/baznas-potensi-zakat-Indonesia-capai-rp-217-triliun,%20diakses-15%20Maret%202014
http://news.liputan6.com/read/648347/baznas-potensi-zakat-Indonesia-capai-rp-217-triliun,%20diakses-15%20Maret%202014
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/07/18/115609826/bps.angka.kemiskinan.turun.di.level.10.86.persen
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/07/18/115609826/bps.angka.kemiskinan.turun.di.level.10.86.persen

Tahun 2015, BPS mencatat terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin secara
tahunan menjadi 28,51 juta orang. September 2015 bertambah menjadi 780 ribu
orang dibandingkan dengan September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang.
Suryamin seorang kepala BPS mengatakan bahwa peningkatan data orang miskin
secara signifikan terjadi pada periode September 2014 ke Maret 2015. salah satu
pemicu meningkatnya orang miskin pada saat itu adalah kenaikan harga BBM
pada november 2014, disamping itu karena imbas dari perlambatan ekonomi yang
berpengaruh pada indikator kesejahteraan sektor riil.®

Salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmampuan atau ketertinggalan
seseorang dalam dimensi-dimensi yang mempengaruhi kapabilitasnya untuk
mencapai sejahtera adalah melalui Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM),
secara teknis IKM merupakan gabungan antara angka dan derajat keparahan
kemiskinan dalam berbagai dimensi utama yang mempengaruhi kapabilitas
manusia yakni pendidikan, kesehatan, dan standar kualitas hidup.’

Dalam dimensi pendidikan ialah keberlangsungan pendidikan, akses anak
balita pada pendidikan pra-sekolah, dan melek huruf. Sedangkan pada dimensi
kesehatan terdiri dari sanitasi, air bersih, asupan gizi bagi anak balita, serta proses
persalinan, dan pada dimensi standar kualitas hidup terdiri dari kondisi atap lantai,

dinding, sumber penerangan (akses listrik), kepemilikan rumah, dan bahan bakar

®Adithiya Himawan, “BPS Akui Angka Kemiskinan di Indonesia Meningkat,”dalam
http://www.suara.com/bisnis/2016/01/04/211058/bps-akui-angka-kemiskinan-di-indonesia-
meningkat, diakses tanggal 29 November 2016.

" bid.,



memasak. Ketiga dimensi ini terdapat beberapa indikator yang disesuaikan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).2

Ada beberapa alasan pentingnya pengakajian terkait pengentasan
kemiskinan, Pertama, konsep kemiskinan masih didominasi oleh perspektif
tunggal yakni “kemiskinan pendapatan” pendekatan ini dikritik oleh para pakar
ilmu sosial sebagai pendekatan yang belum mengambarkan potret kemiskinan
secara lengkap. Kemiskinan hanya dilihat pada rendahnya pendapatan seseorang.
Kedua, jumlah orang miskin di Indonesia menunjukan angka yang tinggi baik
secara absolut maupun relatif. Di pedesaan maupun di perkotaan tidak hanya
semakin meningkatnya jumlah orang miskin namun semakin kompleks indikator
kemiskinan bersamaan dengan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Ketiga,
kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar terhadap tatanan
masyarakat secara menyeluruh.’

Pemerintah sudah mengeluarkan UU No.23 tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat. Undang-Undang yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2011 ini
memiliki tujuan pembentukan UU No.23 tahun 2011 pengelolaan zakat adalah

untuk penanggulangan kemiskinan yang tertuang pada pasal 3 (2).*

# Setiyo Budiantoro, “ Kemiskinan Multidimensi,” dalam http : // print .kompas .com
/baca/2016/01/20/Kemiskinan-Multidimensi-Tantangan-Global-Baru, diakses tanggal 1 Desember
2016.

° Agus Sjafiri, Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok (Yogyakarta: Graha limu,
2014), him. 10.

' Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional
dari Rezim Undang-Undang N0.38 tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No.23 tahun 2011, him
1


http://print.kompas.com/baca/2016/01/20/Kemiskinan-Multidimensi-Tantangan-Global-Baru

Keberhasilan pengelolaan zakat oleh negara lebih banyak ditentukan oleh
tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, bukan karena paksaan negara.
Dengan kata lain, pengelolaan zakat oleh negara bukanlah tujuan utama namun
hanya sebagai instrumen, tujuan dari pengelolaan zakat tertuang pada pasal 3 (1)
dan (2) yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan
zakat dan juga untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.'* Untuk mewujudkan
cita-cita dari pasal 3 (2) , LAZNAS (Lembaga Zakat Nasional) yakni IZI (Inisiatif
Zakat Indonesia) memiliki program-program yang efektif untuk program
penanggulangan kemiskinan.

IZ1 adalah salah satu lembaga amil zakat nasional yang memiliki tekad kuat
untuk membangun lembaga pengelolaan otentik yang terfokus dalam pengelolaan
zakat. Donasi keagamaan sangat mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan
real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui
Positioning lembaga yang jelas dan pelayanan yang prima. Efektifitas program
yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern serta 100% shariah

compliance sesuai sasaran asnaf dan tujuan syari’ah.*?

IZI dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya sudah dikenal
cukup luas sejak 16 tahun lalu. Lembaga yang sudah memiliki reputasi yang baik
dalam mempelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yakni
(PKPU) Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat. 1ZI memiliki beberapa program

andalan sebagai penunjang dalam penanggulangan kemiskinan yakni Pertama IZI

" pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

12 https://www.izi.or.id/, diakses tanggal 28 Januari 2017.


https://www.izi.or.id/

to Success sebuah program pemberdayaan dana zakat 1ZI di bidang ekonomi yang
meliputi pelatihan keterampilan dan pendampingan wirausaha. Kedua, IZI to
Smart merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang
meliputi program beasiswa mahasiswa, beasiswa pelajar dan beasiswa penghafal
Al-Qur’an. Ketiga, 1ZI to Fit merupakan program pemberdayaan dana zakat di
bidang kesehatan yang meliputi program rumah singgah pasien, layanan

kesehatan keliling, dan layanan pendampingan pasien.®

IZI  memiliki mekanisme dalam menjalankan  program-program
penanggulangan kemiskinan yakni pertama, dengan persiapan petugas dan
persiapan lapangan. Kedua, melakukan assessment. Ketiga, tahap perencanaan
alternatif program dengan metode PRA (Participatory Rural Appraisal).
Keempat, memberi pelatihan organisasi kepada masyarakat, melakukan
bimbingan serta evaluasi hingga masyarakat menjadi mandiri. Pemberdayaan
masyarakat ini diberikan oleh 1ZI tidak hanya di awal program tetapi dengan
beberapa tahapan sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup

menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penyusun tertarik untuk
mengkaji terkait tujuan dari pengelolaan zakat yang telah tercantum pada UU
No.23 tahun 2011 pada pasal 3 yakni tujuan dari pengelolaan zakat adalah sebagi
penangulangan kemiskinan, apakah aturan yang sudah ditata sedemikian rupa oleh
pemerintah sejalan dengan praktik yang telah dilaksanakan oleh lembaga zakat

yakni memenuhi kebutuhan masyarakat.

13 https://www.izi.or.id/, diakses tanggal 28 Januari 2017.
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1.

a.

Pokok Masalah

Bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk penanggulangan

kemiskinan di 1Z1?

Siapa mustahiq zakat untuk penanggulangan kemiskinan di 1Z1?

Bagaimana efektifitas hukum pengelolaan zakat untuk penanggulangan

kemiskinan di 1Z1?

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian

Menjelaskan pengelolaan zakat produktif untuk penanggulangan
kemiskinan di 1Z1.

Menjelaskan kriteria mustahig zakat yang berhak mendapatkan dana
zakat untuk penanggukangan kemiskinan di 1Z1.

Menjelaskan  efektifitas hukum  pengelolaan  zakat  untuk
penanggulangan kemiskinan di IZI.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi ilmiah

terhadap perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia.

b.

Dapat digunakan sebagai bahan komparatif ataupun studi lanjut bagi
pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan

yang berkaitan dengan zakat dan pengelolaannya.



D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaiatan dengan
penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendukung penelahaan yang lebih
komperhensif penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka
atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap tema yang akan diteliti.
Tema zakat merupakan salah satu topik kajian yang cukup menarik, karena zakat
adalah salah satu bentuk ibadah wajib yang berkaitan langsung dengan upaya
pengentasan kemiskinan yang menjadi permasalahan utama di negara Kita.

Penyusun menemukan sejumlah literatur terkait pengelolaan zakat.

Tesis Ahmad Yazid yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam
Terhadap Praktek Zakat Produktif Di Masjid-masjid Kota Yogyakarta”. Dalam
tesisnya menjelaskan praktek zakat produktif di beberapa masjid kota Yogyakarta
yakni masjid Syuhada, Al-ikhsan, Jogokariyan. Beberapa objek kajian tersebut
hanya masjid syuhada yang menyerahkan pengelolaan zakatnya kepada lembaga
Lazis Syuhada. Hasil penelitian menyatakan bahwa perilaku masyarakat
dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya untuk mematuhi pelaksanaan
pengelolaan zakat produktif di masyarakat.**

Skripsi yang disusun oleh Lili Ulfah, mahasiswi Muamalat UIN

Sunan Kalijaga yang membahas tentang “7injauan Hukum Islam Terhadap

4 Ahmad Yazid, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Produktif di
Masjid-Masjid Kota Yogyakarta”, Tesis Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2013.



Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”
yang mengemukakan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat
berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk
usaha yang produktif.*®

Tesis dengan berjudul Tinjauan hukum Islam Terhadap penarikan dan
Pendistribusian Zakat di Indonesia Menurut UU.38 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat yang disusun oleh saudara Muniroh, mahasiswi UIN Sunan
Kalijaga penelitian ini menunjukkan bahwa konsep zakat dalam Islam sangat
produktif untuk dioptimalkan guna mengaitkan ekonomi umat Islam dan
berpegang teguh pada prinsip ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai
keadilan, persamaan, masalah maslahah mursalah.

Sedangkan penelitian skripsi dari sisi manajemen pengelolaan zakat yang
ditulis oleh Anny Zuhrani, mahasiswi Program Studi Keuangan Islam yang
berjudul “Pengaruh Prinsip Transparancy, Prinsip Accountability, Prinsip
Responsibility, Prinsip Independency dan Prinsip Fairness Terhadap Kinerja
Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZ dan LAZ) Provinsi D.L.Y”
yang menjelaskan bahwa hanya ada dua prinsip yang berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja ekonomi badan pengelola zakat (BAZ dan LAZ) di
Provinsi DIY, yaitu prinsip accountability dan responsibility, sedangkan ketiga

prinsip yang lain yaitu prinsip transparancy, prinsip independency dan fairness

> Lili Ulfah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38
Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga, 2008.

' Muniroh “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan dan Pendistribusian Zakat di
Indonesia menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” Tesis tidak diterbitkan,
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
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tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi lembaga pengelolaan zakat.*’

E. Kerangka teoritik

Tujuan dari pembentukan UU No. 23 tahun 2011 adalah zakat untuk
penangulangan kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang
tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga masyarakat ini dapat
dikatakan miskin tatkala mereka tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan
pangan, atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk. Dimensi-dimensi
kemiskinan tersebut seringkali dapat diukur secara langsung, yakni dengan
mengukur tingkat kekurangan gizi atau kemampuan membaca dan menulis.*®

Pendekatan dalam mengidentifikasi terhadap kesejahteraan dan kemiskinan
yakni dengan melihat pada kemampuan individu untuk menjalankan fungsinya
dalam masyarakat. Seringkali masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan
pokok, seperti halnya mereka tidak memiliki pendapatan dan pendidikan yang
memadai, memiliki kondisi kesehatan yang buruk, merasa tidak berdaya, atau
tidak memilki kebebasan berpolitik. Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan
cukup penting karena pendidikan memegang peran utama dalam meningkatkan
peran utama dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi

angka kemiskinan. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki

17Anny Zuhrani, “Pengaruh Prinsip Transparancy, Prinsip Accountability, Prinsip
Responsibility, Prinsip Independency dan Prinsip Fairness Terhadap Kinerja Ekonomi
Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZ dan LAZ) Provinsi D.1.Y,” Skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

8 Jonathan Haughiton, Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Jakarta:
Salemba, 2012), him. 1.
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keterampilan, penghasilan mereka lebih tinggi dibandingkan mereka yang minim
pendidikan dan tidak memiliki pendidikan.*

IKM (Indikator Kemiskinan Multidimensi) tidak hanya diukur dari jumlah
pendapatan, tetapi juga harus melihat pada indikator tempat tinggal, kesehatan,
dan pendidikan yang masih tertinggal. Program-peogram penanggulangan
kemiskinan adalah pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi di desa dengan
cara menyalurkan sumber-sumber pembangunan dari pusat ke daearah dalam
bentuk inpers. Kedua, mempermudah kaum miskin dalam mengakses pelayanan
sosial seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi dll. Ketiga, membangun
insfratruktur pembangunan ekonomi desa. Keempat, pengembangan kelembagaan
di daerah yang berkaitan dengan pengetasan kemiskinan, contohnya Program
Pengembangan Wilayah (PPW), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT).%

Adapun beberapa program yang dapat memperkuat program perlindungan
sosial untuk menanggulangi kemiskinan multidimensi yakni dengan memberikan
bantuan tunai bersyarat untuk beasiswa pendidikan, menambah peluang pelatihan
keterampilan tenaga kerja, menyediakan lapangan kerja. Mengatasi kemiskinan
bukan semata soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan akses
masyarakat pada insfratruktur ekonomi dan sosial, contohnya seperti memberikan

kredit murah bagi pengusahan mikro dan kecil. Akses sosial berupa jaminan

' Jonathan Haughiton, Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan ,him. 5.

% Bagong Suyanto, Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan (Yogyakarta: Aditya
Media, 1996), him. 14.
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pendidikan dan kesehatan untuk setiap orang miskin, dan dapat dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya adalah untuk kebutuhan pangan.?

Upaya pengentaskan masyarakat dari kemiskinan tidak hanya bantuan-
bantuan bersifat konsumtif saja, karena melihat dampak yang akan dihasilkan
dari pemberian-pemberian bantuan ekonomi. Satu sisi akan memperlebar
ketimpangan, dan akan menjadikan rakyat miskin menjadi ketergantungan
sehingga meniadakan keberdayaan dan tekad self help masyarakat miskin.*?

Terdapat empat upaya yang harus dikembangkan untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat miskin. Pertama, memperkuat posisi tawar dan menghilangkan
sifat ketergantungan si miskin dari kelas sosial di atasnya. Kedua, memberikan
modal usaha kepada si miskin dengan diberikan pendampingan untuk peningkatan
usaha si miskin. Ketiga, memberi kesempatan kepada si miskin agar dapat
menikmati keuntungan produknya dengan menetapkan harga yang adil. Keempat,
mengembangkan kemampuan agar memiliki keterampilan sehinga memiliki nilai
tambah pada produk dan hasil usahanya.?®

Upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan menurut kebijaksanaan
pemberdayaan masyarakat, tidak lain adalah kebijaksanaan yang memberikan
ruang gerak, fasiltas publik dan kesempatan-kesempatan lain yang kondusif bagi

tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk

“'Muhamad Ridwan, “Indonesia Harus Gunakan Indikator Kemikinanan
Multidimensi,”’dalamhttp://www.kompasiana.com/ridwan78/indonesia-harus-gunakan-indikator-
kemiskinan-multidimensi_56¢c0bb901bafbd720b803f33, diakses tanggal 29 Januari 2017.

*2 Bagong Suyanto, Perangkap Kemiskinan Problem dan Srategi Pengentasanya dalam
Pembangunan Desa (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), him. 15.

2 bid.,


http://www.kompasiana.com/ridwan78/indonesia-harus-gunakan-indikator-kemiskinan-multidimensi_56c0bb901bafbd720b803f33
http://www.kompasiana.com/ridwan78/indonesia-harus-gunakan-indikator-kemiskinan-multidimensi_56c0bb901bafbd720b803f33
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mengatasi kemiskinan dan sifat ketergantungan mereka, serta tidak menekan si
kelompok miskin.*

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 pada pasal 3 dijelaskan tujuan
dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan
dalam pengelolaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat lainya adalah, meningkatkan
manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan
kemiskinan.?

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum. Pertama,
hukum itu sendiri yakni Undang-Undang. Ukuran efektifitas untuk poin pertama
mencakup beberapa hal yakni (1) peraturan yang ada, apakah sudah berkaitan
dengan bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis. (2) Apakah peraturan
yang sudah ada mengenai bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron secara
hirarki dan horisontal tidak ada pertentangan. (3) secara kualitatif dan kuantitatif
peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan sudah mencukupi. (4)
penerbitan sebuah hukum tertentu sudah memenuhi persyartan yuridis yang
ada.?®

Kedua, penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan
menerapkan hukum. Efektivitas sebuah hukum memiliki ikatan timbal balik

antara pembuatan hukum dengan penegak hukum adalah, (1) sampai sejauh mana

petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang sudah ada. (2) sampai batas

*Bagong Suyanto, Perangkap Kemiskinan Problem dan Srategi Pengentasanya dalam
Pembangunan Desa , him. 16.

% penjelasan pasal 3 ayat 2 UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

?® Soerjono Sukanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT.
Raja Grafinda Persada, 2008), him. 8.
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makanah penegak hukum diperkenankan memberikan kebijaksanaan. (3) teladan
macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat umum.
(4) sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada
para penagak hukum sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada
wewenangnya. Penegak hukum memiliki peranan penting dalam berfungsinya
sebuah hukum. Apabila sebuah peraturan sudah dibentuk dengan begitu rapi, akan
tetatapi kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul sebuah masalah.
Demikian pula, apabila peraturanya buruk sedangkan kualitas petugas baik, maka
akan menimbulkan sebuah masalah pula.?’

Ketiga, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum untuk
mencapai efektifitas hukum. Dalam hal ini mencakup beberapa hal yakni (1)
menjaga dan merawar sarana dan fasilitas yang ada agar tetap berfungsi. (2)
sarana dan fasilitas yang belum segera diadakan dengan memperhitungkan jangk
waktu pengadaan tersebut. (3) sarana dan fasilitas yang rusak segera diperbaiki.
(4) sarana dan fasilitas yang macet segera lincarkan kembali. (5) sarana dan
fasilitas yang kurang segera dilengkapi. (6) sarana dan fasilitas yang mengalami
kemunduran fungsi segera ditingkatkan lagi fungsinya.?®

Keempat, Faktor masyarakat merupakan sebuah lingkungan yang mana
hukum itu berlaku dan diterapkan. Adapun beberapa ukuran efektivitas untuk poin
ini yakni (1) faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan hukum

walaupun peraturan sudah baik. (2) faktor penyebab masyarkat tidak mematuhi

27 Soerjono Sukanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum (Bandung :
Citra Aditya Bakti, 1991), him. 59.

Ibid., him. 61.
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peraturan yang mana peraturan tersebut sudah terbentuk sangat baikmdan aparat
hukum sudah sangat wibawa. (3) faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi
peraturan dengan baik, walaupun petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas
sudah mencukupi.”®

Adapun faktor-faktor warga dalam mematuhi peraturan hukum adalah (1)
warga-warga masyarakat mengetahui dan memahami akan hak-hak dan
kewajibanya. (2) kepentingan-kepentingan warga masyarakat dilindungi oleh
hukum. (3) adanya kepastian dan kesamarataan terhadap sumber hukum yang
memberi keadian.*

Kelima, Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan ini memiliki
fungsi yang sangat besar kepada masyrakat, yakni mengatur manusia agar dapat
mengerti dan memahami seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya
untuk berinteraksi dengan orang lain.

Berbicara efektifitas hukum berarti berbicara daya kerja hukum dalam
mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sebuah peraturan
hukum dapat dikatakan efektif, apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum
dapat berfungsi sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya sebuah hukum
diukur dari perilaku masyarakat, mamatuhi atau tidak peraturan yang telah

dibentuk olah penegak hukum dan sudah sesuaikah dengan tujuan yang

2% Soerjono Sukanto, Penegak Hukum (Bandung: Bina Cipta, 1983), him. 80.
*® Soerjono Sukanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum , him. 62.

* Ibid., him. 63.



16

dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang ingin dicapai dalam
masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun tesis ini, penyusun menggunakan jenis penelitian hukum
sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum
dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini memperoleh data dari
data primer yaitu mendapatkan data langsung masyarakat.®* Obyek penelitian ini
adalah lembaga pengelola zakat yakni 1ZI (Inisiatif Zakat Indonesia) untuk
menganalisa penerapan pasal 3 ayat (2) terkait tujuan pengelolaan zakat UU
No.23 tahun 2011. Penelitian ini mengarahkan pada dua program yakni pertama,
program pemberdayaan ekonomi di pedukuhan Singkil. Kedua, program dalam
bidang kesehatan meliputi dua hal yakni (1) pengadaan air bersih yang tersebar
pada tiga lokasi yakni pedukuhan Pathuk, pedukuhan Ponjong, dan pedukuhan
Ngelipar. (2) penyediaan RSP (Rumah Singgah Pasien) yang terletak di daerah
wirobrajan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitis yaitu
menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-

pendapat kemudian menganalisanya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan

%2 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), him. 154.
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kemudian menjabarkannya dalam bentuk kata-kata.*®
3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang
dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara
mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (interview), angket
(questionnaire), pengamatan (observation), studi dokumentasi, dan Focus Group
Discussion (FGD).>* Terkait dengan hal itu, dalam jenis penelitian lapangan (field
research) ini penyusun lebih menggunakan teknik wawancara, yaitu salah satu
teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung
dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu
untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam hal ini, penyusun telah menyiapkan
daftar pertanyaan yang kemudian dalam proses wawancara menjadi acuan atau
pedoman bagi penyusun dalam mencari data dari nara sumber yang sedang
diwawancarai. Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka terutama dimaksudkan
sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka pemikiran (research design),
dan/atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam
kajian teoritis atau memperdalam metodologis.*

Di samping itu, penulis juga menggunakan metode studi dokumentasi

yaitu dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media

* Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif (Malang: UIN Maliki
Press, 2010), him. 356.

% Juliansyah Noor, Metode Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),
him. 138.

*  Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2008), him. 1.
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cetak, web, elektronik serta bahan-bahan dari lembaga yang terkait dengan
penelitian ini.

4. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dengan
teori efektifitas hukum untuk menganalisa penerapan pasal 3 (2) UU No. 23 tahun
2011 tentang tujuan pengelolaan zakat di 1ZI (Inisiatif Zakat Indonesia).

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegaiatan dalam penelitian yang berupa
melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu
dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis
data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah kemudian membuat suatu
kesimpulan terhadap penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang
telah dikuasainya.®

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan permasalahan dalam tesis
ini agar bisa integral, terarah dan sistematis digunakan lima bab pembahasan.

Bab pertama memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab,
yaitu latar belakang yang menjelaskan sebab timbulnya masalah, pokok masalah
yang menegaskan secara eksplisit pokok permasalahan yang tertuang dalam latar
belakang masalah, tujuan dan Kkegunaan penelitian yang menyatakan
pengetahuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, telaah
pustaka yang bertujuan untuk menunjukkan kekhasan dan orisinalitas tema

penelitian yang dilakukan, kerangka teoretik yang menerangkan kerangka

*® Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, him. 184.
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pemikiran penyusun dalam memecahkan permasalahan, metode penelitian yang
menjelaskan langkah- langkah penyusun dalam melaksanakan penelitian dan
sistematika pembahasan yang menggambarkan kerangka pembahasan antar bab
yang secara logis berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainya.

Bab kedua berisikan tinjauan umum terkait zakat produktif untuk
penanggulangan kemiskinan terbagi menjadi empat bagian sejarah pengelolaan
zakat pada masa Nabi Muhamad dan Sahabat, Zakat produktif untuk
penaggulangan kemiskinan, kriteria mustahiq zakat, efektifitas hukum dan
penanggulangan kemiskinan.

Bab ketiga merupakan bahasan yang menjelaskan tentang profil lembaga
dari Lembaga Amil Zakat Nasional yang menjadi obyek yakni IZI (Inisiatif
Zakat Indonesia) Yogyakarta meliputi Visi, Misi, Struktur Organisasi, program-
program 1Z1 dalam penangulangan kemiskinan dan pelaksanaan zakat untuk
penangulangan kemiskinan.

Bab keempat dalam bab ini, penyusun menjelaskan pelaksanaan zakat
produktif untuk penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan pendapatan,
pengadaan air bersih, dan RSP (Rumah Singgah Pasien) yang didalamnya
menjelaskan mekanisme penyaluran dana zakat produktif, penentuan mustahig
zakat, pengelolaan zakat dan efektifitas.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian ilmiah ini yang

berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tentang pengelolaan zakat untuk penanggulangan
kemiskinan dilihat dari mekanisme penyaluran dana zakat, penentuan
mustahiq zakat, dan pengelolaan zakat dan efektifitas, studi penerapan pasal
3 UU. NO.23 tahun 2011. Keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan sudah
berjalan sesuai VISI dan MISI LAZNAS IZl. Berjalanya program ini
secara profesional karena didukung oleh metode-metode program yang
sesuai standar pemberdayaan masyarakat sehingga memenuhi kebutuhan
mustahiq zakat. Adapun metode-metodenya sebagai berikut: Pertama
melakukan Assissment, yakni sebuah metode sistematis dan berkelanjutan.
Tahap awal mengumpulkan, menganalisis dan mengunakan informasi
data lapangan dengan melihat kondisi daerah, berdiskusi dengan
masyarakat untuk mengetahui kondisi ekonominya, dan potensi sebuah
daerah yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Kedua, tahap
perencanaan alternatif program. Dalam hal ini IZI mengunakan metode
PRA (Participatory Rural Appraisal) merupakan suatu teknik untuk
menyusun dan mengembangkan program yang operasional dalam
pembangunan tingkat desa. Metode ini ditempuh dengan memobilisasikan

sumberdaya manusia dan alam setempat untuk mempercepat peningkatan
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produktivitas, menstabilkan, dan meningkatan pendapatan masyarakat
serta melestarikan sumber daya setempat.

2. Penentuan mustahiq zakat sudah dijelaskan dalam Q.S.At-Taubah (9):60,
terdapat delapan asnaf yang berhak mendapatkan dana zakat. Pengelolaan
zakat produktif di 1ZI, penulis menemukan tiga kategori mustahiq zakat
untuk penanggulangan kemiskinan Pertama, fakir. Mereka adalah orang-
orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi
kebutuhan sehari-hari seperti para janda, orang-orang yang terkena
penyakit keras yang mengakibatkan seseorang tidak bisa sanggup bekerja,
dan para LANSIA (Lanjut Usia) yang tidak dapat bekerja lagi karena
faktor usia serta tidak memiliki saudara. Kedua, Miskin. Realita di
lapangan sebagian besar masyarakat memiliki pekerjaan tetapi tidak
mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk menjadikan hidup mereka lebih
layak. Sebagian besar masyarakat adalah petani, peternak, dan buruh
kasar. Penghasilan ketiga profesi di atas tidak menjanjikan kehidupan
mereka lebih layak. Seorang petani hanya bisa memanen padi dua kali
dalam setahun, itupun tergantung musim. sekali panen para petani rata-
rata penghasilan kotornya sebesar tiga juta- lima juta karena dikurangi
dengan pembelian pupuk dan hasil panennya tergantung luas lahan dan
kualitas hasil panen. Ketiga, orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka
adalah orang-orang yang memiliki pengaruh untuk menngerakkan
masyarakat dalam mengelola dana zakat dengan baik dan amanah. Baik
dari segi pikiran, tenaga, dan waktu.

3. Pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan yang menjadi cita-
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cita dari pasal 3 UU No.23 tahun 2011 sudah efektif yakni hukum tersebut
hidup di tengah-tengah masyarakat. Lima faktor yang mempengaruhi
efekitifas hukum baik dari Undang-Undang, penegak hukum, sarana dan
prasarana, masyarakat dan kebudayaan sudah terpenuhi. Setelah penulis
melakukan penelitian di lapangan bertemu dan wawancara dengan kabid
pendayagunaan serta fasilitator lapangan. Mereka sudah melaksanakan
tugasnya sesuai dengan wewenang masing-masing serta memberi teladan
kepada masyarakat. Selain itu, program-program IZI didukung dengan
sarana dan prasarana yang memadai karena tingginya kesadaran para
muzaki untuk membayar zakat. Penulis juga bertemu dan melakukan
wawancara dengan masyarakat yang terkena akan ruang lingkup hukum
pengelolaan zakat. Masyarakat patuh dengan UU. No.23 tahun 2011
tentang pengelolaan zakat dengan mewujudkan tujuan dari pengelolaan
zakat yang tercantun pada pasal 3 (2). Dari program- program yang sudah
dijalankan oleh 1ZI untuk penanggulangan kemiskinan menjadikan
masyarakat mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya, kebutuhan
masyarakat terpenuhi, kepentingan-kepentingan masyarakat dilindungi
oleh hukum, dan mendapatkan keadilan. Tidak kalah penting, program-
program ini menjadikan masyarakat lebih percaya diri untuk berinteraksi
dengan orang lain sehingga memudahkan masyarakat untuk memasarkan
produk-produknya seperti pemasaran kacang oven, pemasaran dompet
serta perhiasan-perhiasan yang dibuat dari tembaga, ini adalah salah satu

langkah menjadikan masyarakat lebih mandiri.
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B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan dan mendapatkan
kesimupulan dari penelitian ini, maka saran yang disampaikan oleh penulis
sebagai berikut:

1. Fasilitator Lapangan pengadaan air bersih untuk daerah Ponjong
diharapkan lebih menekankan bimbingan keagaamaan terkait riba. Setelah
penulis terjun ke lapangan, penulis mendapati beberapa kegiatan
masyarakat Ponjong seperti arisan warga dan kumpulan warga
mengunakan sistem riba. Masyarakat mengerti sistem riba ini, karena
sebelumnya masyarakat sering meminjam uang di Bank konvensional.
Minimnya pengetahuan agama, membuat masyarakat menjadikan sistem
riba sebagai suatu kebiasaan. Jangan sampai kebiasaan buruk ini,
menjadikan pengelolaan dana zakat tercampur dengan uang riba.

2. 1Z1 diharapkan lebih cepat dan tanggap untuk mencari personil saat ada
petugas yang ingin mengundurkan diri bekerja di RSP ((Rumah Singgah
Pasien). Setelah penulis terjun ke lapangan, penulis mendapatkan ketua
RSP mengundurkan diri tetapi dalam beberapa hari belum ada yang
mengantikan posisi ketua RSP tersebut. Hal ini mengakibatkan petugas
lainya menjadi kewelahan karena rangkap jabatan dan mengangu fokus
dalam menyelesaikan pekerjaan. Pastinya ada beberapa hasil kerja yang
tidak sesuai dengan harapan. Apabila hal ini dibiarkan terlalu lama, maka
akan mengangu kulitas pelayanan RSP kepada para pasien.

3. Bagi peneliti selanjutnya, ada salah satu program penanggulangan
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kemiskinan multidimensi yakni pendidikan yang belum begitu dalam
untuk diteliti di 1ZI. Setelah penulis terjun ke lapangan dan menemukan
bahwa salah satu kendala masyarakat miskin untuk berkembang adalah
minimnya pendidikan sehingga mereka tidak memiliki wawasan yang luas
dan pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan taraf hidup mereka

untuk menjadi lebih layak.
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sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983).

Yusuf Al-Qaradhawi
Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-

Kubra Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf
bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama
keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-
Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal
Al-Quran al-Karim. Seusai menamatkan pendidikan di Mahad Thantha
dan Mahad Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin
Universitas al-Azhar, Kairo. Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun
1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis
disertasi  dengan  judul  "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi
Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke
dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku

yang sangat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai demensi



keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya Qardhawi, seperti
masalah masalah : figh dan ushul figh, ekonomi islam, Ulum Al Quran dan As
sunnah, akidah dan filsafat, figh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan
kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum,
serial tokoh tokoh islam, sastra dan lainnya. sebagian dari karyanya itu telah
diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya

55 judul buku Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia.

Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da'i, ia aktif pula dalam
berbagai kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudaranya, umat Islam, di
berbagai belahan dunia.

Empat Imam Besar Dalam Dunia Islam

1. Imam Hanafi (80-150 H)

Beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun

150 H. Beliau belajar di Kufah dan disanalah beliau mulai menyusun mazhabnya.
Kemudian beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengatahuan di Bagdad.
Beliau memberikan penerangan kepada segenap lapisan muslimin, sehingga beliau
terkenal sebagai seorag alim yang terbesar di masa itu, mahir dalam ilmu figh serta
pandai meng-istinbat-kan hukum dari Al-Qur" an dan Hadits.

Menurut riwayat yang dapat dipercaya, beliau adalah wadi’ilmu figh (yang mula-
mula menyusun ilmu figh sebagaimana susunan sekarang ini). Beberapa ulama telah
bergaul dengan Beliau, mereka pelajari mazhab beliau dan hukum yang mereka dapat
dari beliau itu mereka tulis (bukukan). Mereka sebagai pendukung mazhab Abu
Hanifah, sebagian besar dari mereka kembali menyelidiki dan memeriksa hukum -
hukum dengan memeriksa dalil-dalilnya serta disesuaikan dengan keadaan-keadaan
kefaedahan dan kemudaratannya, sehingga beberapa di antara mereka ada yang tidak
mufakat terhadap sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sang imam,

bahkan mereka tetapkan hukumnya menurut pendapat mereka sendiri, berbeda



dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka inilah yang dinamakan sahabat-sahabat
Abu Hanifah, diantaranya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan , dan Zufar. Mazhab ini
banyak tersiar di Bagdad, Parsi, Bukhara, Mesir, Syam, dan tempat-tempat lain.

2. Imam Maliki (93-170 H)

Imam Malik bin Anas Al-Asbahi dilahirkan tahun 93 H dan meninggal dunia dalam
bulan Safar tahun 170 H. Beliau belajar di Madinah dan di sanalah beliau

menulis kitab Al-Muwatta, kitab hadits yang terkenal sampai sekarang. Beliau
menyusun Kitab tersebut atas anjuran Khalifah Mansur ketika beliau bertemu pada

waktu menunaikan ibadah haji.

Beliau menyusun mazhabnya atas empat dasar: Kitab Suci, Sunnah Rasul,
ljma* , dan Qias. Hanya dasar yang terakhir ini beliau gunakan dalam hal-hal yang
terbatas sekali karena beliau adalah ahli hadits. Beliau berkata, “Sesungguhnya saya
sebagai manusia biasa kadang-kadang betul dan kadang-kadang salah, maka
hendaklah kamu periksa dan kamu selidiki pendapat-pendapatku itu; mana yang
sesuai dengan sunnah, ambillah!”.

Imam Malik adalah ahli figih dan hadits. Pada masanya beliau terbilang paling
berpengaruh di seluruh Hijaz. Orang menyebutnya “Sayyid Fugaha Al-Hijaz”
(pemimpin ahli figih di seluruh daerah Hiajz). Beliau mempunyai banyak sahabat
(murid), di antaranya yang terkemuka ialah Muhammad bin Idris bin syafii, Al-Laisy
bin Sa“ ad, Abu Ishag Al Farazi. Pengikut mazhab ini yang terbanyak terdapat di
Tunisia, Tripoli, Magribi, dan Mesir.

3. Imam Syafii (150-204 H)

Beliau merupaka keturunan Quraisy, dilahirkan di Khuzzah tahun 150 H dan
meninggal dunia di Mesir tahun 204 H. Sewaktur berumur 7 tahun, beliau telah hafal
Al-Qur* an. Setelah berumur 10 tahun, beliau hafal Al-Muwatta (kitab guru beliau,
Imam Malik). Setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya
(Muslim bin Khalid) untuk berfatwa. Kata Ali bin Usman, “Saya tidak pernah melihat
seseorang yang lebih pintar daripada Syafii”. Sesungguhnya tidak ada seorang pun
yang menyamainya di masa itu. la pintar dalam segala pengetahuan, sehingga bila ia

melontarkan anak panah, dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya”.



Ketika hampir berumur 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar kabar
tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai ulama besar dalam ilmu hadits
dan figih. Di sana beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak,
di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke Parsi dan
beberapa negeri lain. Kira-kira dua tahun lamanya beliau dalam perjalanan

ini.

Dalam perjalanan ke negeri-negeri itu bertambahlah pengetahuan beliau tentang
keadaan penghidupan dan tabiat manusia. Misalnya keadaan yang menimbulkan
perbedaan adat dan akhlak, sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk
mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi. Kemudian
beliau diminta oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid supaya tetap tinggal di Bagdad.
Setelah menetap di Bagdad, disanalah beliau menyiarkan agama, dan pendapat-
pendapat beliau diterima oleh segala lapisan.

Beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran
dengan ulama-ulama terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga dengan
pergaulan dan pertukaran pikiran itu beliau dapat menyusun pendapat “gadim”
(pendapat beliau yang pertama). Kemudian beliau kembali ke Mekah hingga tahun
198 H. Pada tahun itu pula beliau pergi ke Mesir, di sana beliau menyusun pendapat
beliau yang baru (gaulul jadid).

Kata-kata Syafii yang sangat perlu menjadi perhatian, terutama bagi ulama yang
mendukung dan mengikuti mazhab Syafii, ialah “Apabila hadits itu sah, itulah
mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku”. Pengikut mazhab
Syafii yang terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah,
Pakistan, dan Indonesia.

4. Imam Hanbali (meninggal 241 H)

Ahmah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal adalah nama beliau. Dilahirkan di
Bagdad dan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 H.
Semenjak kecil beliau belajar di Bagdad, Syam, Hijaz, dan Yaman. Beliau adalah

murid Imam Syafii dan memuji beliau. Katanya, “Saya keluar dari Bagdad, tidak saya



tinggalkan di sana seorang yang lebih takwa, lebih wara* , dan lebih alim selain selain
Ahmad bin Hanbal, yang sungguh banyak menghafal hadits.”

Murid beliau banyak yang terkemuka, diantaranya yaitu Bukhari dan Muslim. Beliau
berpegang teguh pada fatwa sahabat apabila tidak ada nas. Beliau menyusun

mazhabnya atas 4 dasar.
Dasar pertama ialah nas Qur* an dan Hadits. Dalam soal yang beliau hadapi, beliau

selidiki ada atau tidaknya nas, kalau ada nas, beliau berftawa menurut nas itu. Dasar
kedua ialah fatwa sahabat. Dalam satu peristiwa, apabila tidak ada nas yang
bersangkutan dengan peristiwa itu, beliau cari fatwa para sahabat. Apabila ada fatwa
dari salah seorang sahabat, sedangkan beliau tidak melihat bantahannya dari sahabat-
sahabat lain, beliau hukumkan peristiwa itu menurut fatwa sahabat tadi. Jika fatwa itu
berbeda antara beberapa sahabat, beliau pilih yang lebih dekat pada Kitab dan
Sunnah.

Dasar ketiga ialah hadits mursal atau lemah, apabila tidak bertentangan dengan dalil-
dalil yang lain. Dasar keempat ialah gias. Beliau tidak memakai gias kecuali apabila
tidak ada jalan lain. Beliau sangat hati-hati dalam melahirkan fatwa apabila tidak ada
nas atau asar sahabat. Kemungkinan besar karena sangat hati-hatinya beliau
menjalankan fatwa itulah yang menyebabkan lambatnya mazhab beliau tersiar di
daerah-daerah yang jauh, apalagi murid-murid beliau pun sangat berhati-hati pula.
Mula-mula mazhab itu tersiar di Bagdad, kemudian berangsur-angsur keluar ke daerah-
daerah lain. Sekarang yang terbanyak pengikutnya ialah Hijaz, apalagi sesudah
Raja lbnu Sa“ ud menetapkan bahwa mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi bagi
pemerintah Saudi Arabia. Di mesir tidak tampak mazhab ini kecuali pada abad

ke-7 H. Hingga sekarang tidak banyak rakyat Mesir yang mengikuti mazhab ini.
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1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PEDOMAN WAWANCARA

Bagaimana sejarah berdirinya lembaga zakat yang Anda kelola?
Bagaimana menurut Anda terkait kemiskinan?

Bagaimana pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan?
Apakah 1ZI memiliki ukuran efektifitas sebuah program?

Berapa jumlah dana yang disalurkan untuk pemberdayaanmustahiq zakat?
Bagaimana mendapatkan dana zakat dari para muzakki?

Bagaimana penetuan mustahiq untuk program pemberdayaan masyarakat?

Apa yang disalurkan kepada mustahiq, berupa dana ataukah berupa barang yang
dibutuhkan masyarakat?

Apa yang menjadi kendala dalam mengembangkan masyarakat?
Bagaimana Manajemen SDM dan manajemen pengelolaan zakat?

Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat ke mustahig untuk
penanggulangan kemiskinan?

Bagaimana keadaan pedukuhan ini (ekonomi, kesehatan, dan pendidikan)
sebelum mendapatkan dana zakat dari 1Z1?

Apa kelebihan dan kekurangan program yang sudah di kembanngkan oleh 1Z1 di
desa Anda?

Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan amanah untuk mengelola dana
zakat ini pak?

Bagaimana pelayanan IZI untuk para mustahiq?



16. Bagaimana administrasi untuk mendapatkan dana zakat dari 1Z1?

17. Apa dampak yang anda rasakan dengan adanya program- program
pemberdayaan dari 1Z1?

18. Bagaimana pembuatan ADRT (Anggaran Dasar Rumah Tangga) untuk program
di Pedukuhan Anda?

19. Apa pekerjaan mustahiq zakat di pedukuhan Anda?
20. Berapa rata-rata pendapatan para mustahiq zakat di pedukuhan Anda?
21. Apa saran untuk kemajuan perogram-program 1ZI kedepanya?

22. Apakah boleh saya mengambil gambar dari penelitian di pedukuhan anda?
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DOKUMENTASI PENELITIAN DI LAPANGAN

1. WAWANACARA DENGAN PETUGAS IZI

AN




2. Program Pemberdayaan Masyarakat di Pedukuhan Singkil
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3. PROGRAM PENGADAAN AIR BERSIH
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4. Penyediaan RSP (Rumah Singgah Pasien)

RUMAH SINGGAH PASIEN
KERIASAMA
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu;

b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi

umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;

c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang
bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan

kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan
hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga

sesuai dengan syariat Islam;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan
perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat,

sehingga perlu diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c¢, huruf d, dan
huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang

Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.

BAB|I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan

zakat.

2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya sesuai dengan

syariat Islam.

3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang
atau badan usahan di luar zakat untuk

kemaslahatan umum.

4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan
oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat

untuk kemaslahatan umum.

5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha

yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS
adalah lembaga yang melakukan

pengelolaan zakat secara nasional.

8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah
Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas
membantu pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ
adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk

membantu mengumpulkan zakat.

10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan

hukum.

11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat
dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai

dengan syariat Islam.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama.



Pasal 2 Pengelolaan zakat berasaskan:
a. syariat Islam;

b.amanah;

c. kemanfaatan;

d.keadilan;

e. kepastian hukum;

f. terintegrasi; dan

g. akuntabilitas.

Pasal 3
Pengelolaan zakat bertujuan:

a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan

dalam pengelolaan zakat; dan
b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Pasal 4
(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
b. uang dan surat berharga lainnya;

C. perniagaan;

d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
e. peternakan dan perikanan;

f. pertambangan;

g. perindustrian;

h. pendapatan dan jasa; dan

i. rikaz.

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah

dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan
zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) akan diatur dengan Peraturan Menteri.



BAB l1I
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Bagian Kesatu Umum
Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat,
Pemerintah membentuk BAZNAS.

(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di ibu kota negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri

dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang

melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat;

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat;

c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian,

dan pendayagunaan zakat;

d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

pengelolaan zakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS
dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis
kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan Pasal 8

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.



(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga)

orang dari unsur pemerintah.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan

zakat.

(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang

wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan

dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

(1) AnNnggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul Menteri.

(2) AnNnggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden
atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik

Indonesia.

(3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh

anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:
a. warga negara Indonesia;

b.beragama Islam;

c. bertakwa kepada Allah SWT,;

d.berakhlak mulia;

e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak menjadi anggota partai politik;

h.memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;

dan

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:



a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga)

bulan secara terus menerus; atau

e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan
pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu

oleh sekretariat.

2) Ketentuan Ilebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja
sekretariat B AZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga BAZNAS Provinsi

Dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15
(D) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat
provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan

BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur

setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat

pertimbangan BAZNAS.

(4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan
pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota,
Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS
provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat
pertimbangan BAZNAS.

(5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan
tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota

masing-masing.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,



BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota
dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk
UPZ pada tingkat kecamatan,

kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

2) Ketentuan lebih Ilanjut mengenai organisasi dan tata kerja
BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kota diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17
Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat
membentuk LAZ.

Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri

atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
diberikan apabila memenuhi persyaratan paling
sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang
mengelola bidang pendidikan,

dakwah, dan sosial;

b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d. memiliki pengawas syariat;

e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan

keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f. bersifat nirlaba;

g. memiliki program untuk mendayagunakan

zakat bagi kesejahteraan umat; dan

h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan

secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,

dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara

berkala.

Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme
perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban LAZ diatur



dengan Peraturan Pemerintah.

BABIII PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki
melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban

zakatnya.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban

zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.
Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS
atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran

zakat kepada setiap muzaki.

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS,
BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai

syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip

pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan



Pasal 27

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif
dalam rangka penanganan fakir miskin dan

peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk
usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah,

Dan Dana Sosial keagamaan Lainnya

Pasal 28

(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga
dapat menerima infak, sedekah, dan dana social

keagamaan lainnya.

(2) Pendistribyusian dan pendayagunaan infak,

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan
dilakukan sesuai

dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

(3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya harus dicatat dalam

pembeukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 29
(1) BAZNAS kabupaten/Zkota wajib menyampaikan
pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS

provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan
lainnya kepada BAZNAS

dan pemerintah daerah secara berkala.

(3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan
zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada
BAZNAS dan

pemerintah daerah secara berkala.

(4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan



pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan
dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri

secara berkala.

(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan

melalui media cetak atau media elektronik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS
kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IVV PEMBIAYAAN
Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31
(@D Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan
BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 ayat (1), dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Hak Amil.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (&D)
BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai

dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai

kegiatan operasional.

Pasal 33

(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31
ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34



(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS
kabupaten/kota, dan LAZ.

(2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan
dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS
kabupaten/kota, dan LAZ sesuai

dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan
dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rangka:

a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ;
dan

b. memberikan saran untuk peningkatan Kkinerja
BAZNAS dan LAZ.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk :

a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan
zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ;
dan

b. penyampaian informasi apabila terjadi
penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang

dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta
Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau



c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37
Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan,
menghibahkan, menjual, dan/Zatau mengalihkan zakat, infak,
sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang
ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38
Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat
melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan

zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak
melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/Zatau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/Zatau pidana denda

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal



41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

(¢D) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-
Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai
BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya
BAZNAS

yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2) Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah
kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini
berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS
provinsi dan BAZNASkabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang
ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan
Undang-Undang
ini.
(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-
Undang ini berlaku dinyatakan sebagai

LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.

(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan
diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang

ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan
Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini

diundangkan.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

I. Umum
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan beribadat

menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat
merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai
dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan
yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan,
kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan

kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat
harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat
Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum,
terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 1999 tentan Pengelolaan Zakat dinilai sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan
hokum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.
Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini
meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di

ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS
kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga vang
pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan

tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat
dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan

LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang



ditunjuk oleh Menteri. LAZ wayjib melaporkan secara
berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit
syariah dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan
syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala
prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan,
keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan
untuk usaha produktif dalam rangka peanganan fakir miskin
dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar

mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat
menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana
sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat
Islam dan dilakukan sesuia dengan peruntukkan yang
diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam

pembukuan tersendiri.



Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan
BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga

dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

I1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Yangdimaksud dengan asas ‘““amanah”

zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas
“kemanfaatan adalah

pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
Huruf d

Yang dimaksud dengan asas
‘“keadilan adalah

pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan
secara adil.
Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian
hukum” adalah

dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian

hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas ’terintegrasi >> adalah
pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya
meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
zakat.
Huruf g

Yang dimaksud dengan asas °akuntabilitas >> adalah
pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan

diakses oleh masyarakat.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) Hurufa
Cukup jelas



Huruf b

Cukup jelas Hurufc
Cukup jelas Hurufd
Cukup jelas Huruf e
Cukup jelas Huruf f
Cukup jelas Huruf g
Cukup jelas Huruf h
Cukup jelas Hurufi
Yang dimaksud dengan

temuan.

rikaz >
Ayat (3) Yang dengan
dimaksud

usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang
tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum
seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ‘pihak terkait > antara lain
kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau
lembaga luar negeri. Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas



Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15 Ayat

€Y

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS
kabupaten/Zkota dapat menggunakan istilah baitu mal.

Ayat (2)

Cukup jelas Ayat (3)

Cukup jelas Ayat (4)

Cukup jelas Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16 Ayat

(@Y

Yang dimaksud majelis "tempat lainnya > antara lain masjid dan
taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas



Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27 Ayat

1

Yang dimaksud dengan Usaha produktif adalah usaha
yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan
kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas umat >

adalah peningkatan sumber daya manusia. Ayat (2)
Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan,
sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas



Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas
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